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2.1.2 Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana
Tahapan pemeriksaan yang paling ditunggu dalam pemeriksaan di
sidang pengadilan dalam perkara pidana tentunya adalah pembacaan
putusan oleh hakim. Setelah menerima, memeriksa, dan mengadili seorang
pelaku tindak pidana. Maka selanjutnya hakim akan menjatuhkan
putusannya. Adapun jenis-jenis putusan hakim dalam perkara pidana
dikenal 2 (dua) jenis, yang akan dijelaskan dibawah ini':
2.1.2.1 Putusan Sela
Masalah terpenting dalam peradilan pidana adalah
mengenai surat dakwaan penuntut umum, sebab surat dakwaan
merupakan dasaratau kerangka pemeriksaan terhadap terdakwa di
suatu persidangan. Terdakwa hanya dapat diperiksa, dipersalahkan,
dan dikenakan pidana atas pasal yang didakwakan oleh jaksa
penuntut umum. Dalam artian hakim tidak boleh menjatuhkan
pidana kepada terdakwa di luar dari pasal yang didakdawan
tersebut.
Oleh karena itu, dalam membuat surat dakwaan, penuntt
umum harus memperhatikan syarat-syarat limitatif, sebagaimana
yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu Pasal 143
KUHAP yaitu syarat formil dan syarat materil. Adapun yang
dimaksud syarat formil suatu dakwaan yaitu nama lengkap, tempat

lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan,

* Amad Rifai, 2011. Penemuan Hukum Oleh Hakim; dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta:
sinar Grafika. Hal. 113-118
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diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu
adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan
recht yang sebenarnya tidak demikian halnya. Untuk kata baar ada dua
istilah yang digunakan yakni dapat dan boleh. Secara literlijk bisa kita

terima. Sedangkan kata feit digunakan empat istilah yakni tindak,

peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dimana secara literlijk kata feit

lebih pas untuk diterjemahkan dengan pcrbuatan7.

Berbagai istilah digunakan oleh banyak pakar hukum pidana di
Indonesia untuk mendefinisikan kata “Strafbaarfeir”. Salah satunya
Moeljatno menggunakan kata perbuatan pidana, dimana ia menegaskan
bahwa perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dalam
undang-undang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar
larangan itu.

Kemudian Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana ini

kiranya dapat disamakan dengan istilah Inggris criminal act atau istilah

Latin actus reus, karena®:

a. Criminal act ini juga berarti kelakuan dan akibat atau
dengan kata lain akibat dari suatu kelakukan yang dilarang
oleh hukum.

b. Criminal act ini dipisahkan daripertanggungjawaban pidana
yang dinamakan criminal  liability  atau criminal

responsibility. Untuk adanya criminal liability (jadi untuk

7 Adami Chazawi, 2002. Pelajaran Hukm Pidana Bagian 1. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 69
% 5ofjan Sastrawidjaja, 1990. Hukum Pidana 1. Bandung: Armico. Hal. 114
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BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Duduk Perkara

Para terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat
dakwaan yang disusun secara alternatif yang kronologinya bahwa terdakwa 1
Fadlya alias Lia bersama-bersama terdakwa 11 Afandi dan terdakwa 111 Yusuf
Akuba pada bulan April 2018 di kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah
Kotamadya Gorontalo, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang
lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,
dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain
yakni saksi korban Yusnhita Cicly Mopangga untuk menyerahkan barang
sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang,
yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan,
jika diantara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau
pelanggaran, ada hubungannnya sedemikian rupa sehingga harus dipandang
sebagai satu perbuatan berlanjut dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa I menghubungi saksi korban sekitaran bulan

Juli tahun 2018 dimana para terdakwa menemui korban
dirumahnya yang beralamat di Kelurahan Dulalowo dan
sesampainya terdakwa I menyatakan bahwa ada terdakwa II dan

terdakwa 111 butuh pinjaman dana untuk keperluan usaha dan untuk
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4.2 Penerapan Hukum Pidana dalam Perkara Tindak Pidana dalam Putusan

Nomor 208/Pid.B/2019/PN.Gto.
4.2.1 Tindak Pidana Penipuan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tersendiri
terkait apa itu tindak pidana penipuan. Bab XXV mulai dari Pasa 378 KUHP
sampai Pasal 395 KUHP masuk dalam pembabakan Penghinaan. Bila kita
merujuk pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka pasal yang digunakan
yakni Pasal 378 KUHP. Adapun bunyi, pasal tersebut adalah sebagai

berikut:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri
atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama
palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat,
maupun dengan karanan perkataan-perkataan bohong, membujuk
orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau
menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman
penjara selama-lamanya 4 tahun”.

R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal khusus Pasal 378

KUHP memberikan komentar'®:
1. Kejahatan ini dinamakan “penipuan”. Penipu itu pekerjaannya:
a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang
atau menghapuskan piutang
b. Maksud pembujukan itu ialah handak menguntungkan diri

sendiri atau orang lain dengan melawan hak

16 p Spesilo, 1986. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya
Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia. Hal. 260-261
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untuk keperluan usaha dari kedua teman terdakwa I tersebut”, padahal hal
tersebut tidaklah benar adanya.

Dari gambaran di atas pula terlihat bagaimana terdakwa melakukan
segala upaya atau tipu muslihat dengan maksud untuk menguntungkan diri
sendiri, yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud (oogmerk).
Pemberian sejumlah uang oleh korban kepada terdakwa merupakan
perwujudan dari hasil unsur menggerakkan. Oleh Andi Hamzah'' kata
“menggerakkan” adalah dengan cara-cara tersebut dia menghendaki orang
yang ditipu tergerak untuk menyerahkan suatu barang kepadanya.
Sedangkan terkait unsur memberi utang ataupun menghapus piutang itu
adalah adalah bagian dari inti delik yang bermakna pada delik penipuan.
Artinya objeknya bisa berupa hak (membuat utang atau menghapus

piutang).

4.3 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Onslaag
dalam Putusan Nomor 208/Pid.B/2019/PN.Gto.

Berbicara mengenai bagaimana dasas pertimbangna hukum hakim
dalam menjatuhkan suatu putusan. Maka idealnya terlebih dahulu kita harus
memahami tugas hakim itu sendiri. Wildan Suyuthi Mustofa'® menyatakan
bahwa tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau
konflik yang dihadapkan kepadanya, menetgapkan hal-hal seperti hubungan

hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang

17 Andi Hamzah, 2014. Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP. Jakarta: Sinar

Grafika. Hal. 110-111
18 \wrildan Suyuti Mustofa, 2013. Kode Etik Hakim. Jakarta: Prenadamedia Group. Hal. 74
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atau tidak menyakini sekalipun alat-alat bukti yang sah, yang diajukan oleh

kedua belah pihak, baik oleh penuntut umum maupun penasihat hukum.

Hakim tidak terikat dengan alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak
vang berperkara. Bahkan berita acara pemeriksaan (BAP) sebagai hasil dari
proses verbal yang dilaksanakan penyidik terhadap tersangka sebelumnya,
tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi hakim untuk
menyatakan bahwa seseorang terdakwa terbukti bersalah. Untuk pengakuan
seorang tersnagka di muka polisi sekalipun, dalam pemeriksaan pendahuluan
(baca:penyidikan) menurut hukum adalah suatu pengakuan yang dalam bahasa
asing disebut “bloke bekentenis” yang dalam bahasan Indonesia kurang lebih
berarti “pengakuan hampa™. Dengan demikian, hasil pemeriksaan oleh pihak
penyidik tidak lebih dari sekedar pedoman bagi hakim untuk menjalankan
pemeriksaan. Tetapi tidak bersifat mengikat hakim. Otoritas hakimlah yang
menilai. mana alat bukti yang menurut keyakinannya memiliki kekuatan
pembuktian, dan mana yang tidak. Dan tentu dengan pertimbangan yuridis

vang disesuaikan dengan fakta-fakta persidangan yang ada®.

Pada perkara yang diteliti oleh peneliti, yang melibatkan terdakwa I,
terdakwa Il dan terdakwa III terkait menggerakkan saksi korban untuk
memberikan sejumlah uang atau berupa utang kepada mereka, telah diperiksa
dimuka sidang pengadilan. Dimana dalam amar putusan Majelis Hakim

menyatakan mengadili. Perfama, menyatakan terdakwa | Fadlya alias Lia,

* Ramdhan Kasim dan Apriyanto Nusa,2019. Hukum Acara Pidana; Teori, Asas dan
Perkembangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Malang: Setara Press. Hal. 229-230
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yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa sautu tindak
pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukan.
Adapun alat bukti yang harus dimiliki secara sah yaitu keterangan saksi,
keteranan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa (vide: Pasal 184
KUHAP). Selain itu, dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa
melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang
dilakukan.

Bila penulis hubungkan dengan penelitian ini, maka adapun yang
menjadi pertimbangan yuridis dalam putusan Nomor
208/Pid.B/2019/PN.Gto, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan maka diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa 1, terdakwa 11 dan terdakwa III telah
meminjan uang saksi korban Yusnitha Cicly Mopangga alias Nita.
Terdakwa I meminjam Rp. 7.000.0000, terdakwa II meminjam Rp.
15.000.000 dan terdakwa Il meminjam sejumlah Rp. 25.000.000.
Sehingga total pinjaman sejumlah Rp. 47.000.000.

- Bahwa benar terdakwa I datang ke rumah korban Nita dan
memberitahukan bahwa ada temnnya yaitu terdakwa II dan III
butuh pinjaman uang

- Bahwa benar korban tidak ragu meminjamkan uang, karena
terdakwa 1 meyakinkan korban bahwa para terdakwa Il dan III

sementara mengurus peminjaman uang di Bank tapi belum cair.

Sehingga meminjam dulu ke korban.
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Menimbang, bahwa penguasaan atas uang oleh terdakwa
dari korban berasxal dari kesepakatan pinjam meminjam
dengan bunga 30% selama 1 bulan.

Menimbang, bahwa para terdakwa belum membayarkan
utangnya kepada korban.

Menimbang, bahwa dari adanya fakta bahwa peminjaman
uang yang dilakukan para terdakwa tersebut dikenakan
bunga 30% dan adanya batas waktu pengembalian uang
pinjaman selama 1 bulan tersebut menunjukkan bahwa
hubungan antara para terdakwa dengan saksi korban tersebut
didasarkan atas dasar pinjam meminjam uang dimana
pinjam meminjam uang tersebut didasarkan pada adanya
rentang waktu pemenuhan kewajiban (prestasi) dan adanya
bunga pinjaman sebesar 30% yang disepakati, sehingga
dengan tidak dibayarkannya hutang para terdakwa pada
waktu yang disepakati tidak dapat ditafsirkan sebagai tindak
pidana penggelapan atau tindak pidana penipuan.
Menimbang, bahwa melihat sumber terjadinya hubungan
hukum antara para pihak adalah persetujuan, yang artinya
perjanjian  sebagaimana  diatur dalam Pasal 1320
BW/KUHPerdata.

Menimbang, bahwa hubungan para pihak merupakan
perbuatan perdata yaitu kewajiban (prestasi) yang harus
dipenuhi oleh terdakwa dan tentang hal tersebut akan
diputus oleh hukum keperdataan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di
atas maka majelis hakim berpendapat perbuatan para
terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana tetapi
perbuatan perdata, sehingga terdakwa harus dilepaskan dari
segala tuntutan hukum.

Penulis melihat bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara

putusan nomor 208/Pid.B/2019/PN.Gto hanya menekankan pada adanya

suatu perjanjian hutang piutang. Atau dengan kata lain, bahwa perbuatan

tersebut murni wanprestasi (ingkar janji). Pada posisi ini, peneliti berbeda

pendapat. Adapun yang menjadi dasar argumentasinya adalah: Pertama,

apabila ini dinyatakan sebagai wanprestasi yang masuk dalam Buku III

KUHPerdata tentang Perikatan. Maka idealnya syarat sahnya perjanjian
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1.

Penerapan  hukum  pidana  dalam  perkara  putusan  nomor
208/Pid.B/2019/PN.Gto, Jaksa Penuntut Umum menggunkana surat
dakwaan dengan bentuk dakwaan akternatif yaitu melanggar dakwaan
pertama tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) atau melanggar
dakwaan kedua tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP). Dimana
setelah mendalami putusan tersebut, Pasal 378 KUHP lebih relevan untuk
dibuktikan sebagaimana fakta-fakta persidangan. Sebab, terjadinya
hutang-piuang dari korban ke terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa Il
tergeraknya si korban memberikan uang disebabkan karena adanya “cara”
yaitu tipu muslihat atau serangkaian kata-kata bohong. Terkonfirmasi dari
pengakuan terdakwa I yang menyatakan ke korban bahwa terdakwa II dan
111 butuh pinjaman sejumlah uang untuk kepentingan usaha. Padahal, vang
tersebut bukan untuk terdakwa II dan I1I, melainkan untuk dirinya sendiri.

Pertimbangan hukum  hakim dalam  perkara  putusan  nomor
208/Pid.B/2019/PN.Gto hanya menggunakan pertimbangan yuridis.
Dimana berdasarkan fakta-fakta persidangan, menyatakan bahwa
perbuatan yang dilakukan para terdakwa merupakan perbuatan perjanjian
hutang-piutang yang tunduk dalam KUHPerdata berujung pada lahirnya
putusn lepas dari segala tuntutan hukum. Padahal fakta persidangan dalam

putusan nomor 208/Pid.B/2019/PN.Gto jelas telah terjadi penipuan.
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